A.

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Syari’at Islam telah menjelaskan mengenai peralilian harta yang dilakukan
oleh seseorang terhadap orang lain. Peralihan ini bisa saja terjadi secara
otomatis seperti waris atau tidak secara otomatis seperti zakat, wakaf, infak,
sedekah, wasiat dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai peralihan harta ini
telah diatur secara jelas di dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW
yang dijadikan pedoman bagi umat manusia agar tercapai kehidupan yang
bahagia di dunia maupun akhirat.!

Makna miras menurut istilah yang dikenal para Ulama ialah berpindahnya
hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih
hidup, baik yang di ringgalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang
berupa hak milik legal secara syar7>

Syari’at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang teratur dan
adil. Yang di dalamnya diatur tentang hak kepemilikan harta setiap manusia dan

juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan orang yang telah meninggal

! Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 308.
2 Muhammad Ali As-Sabiini, A/-Mawaris FT Syari’atil Islamiyyah Ala Douil Kitab Wa sunnabh,

terjemahan A.M. Basamalah, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),

33.
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kepada ahli warisnya dari seluruh keéfabat dan nasabiiya tanpa membedakan
jenis kelamin dan besar kecil ahli waris.

Dasar hukum yang mengatur secara langsung tentang kewarisan Islam
antara lain sebagai berikut:

QS. An-Nisa’ ayat 7:

[
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Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak harta peninggalan kedua orangtva dan

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan kedua orang tia dan kerabatiys, baik sedikit atau baiyak
menurut bagian yang telah ditetapkan.(an-Nisa’: 7).

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang
menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki atau perempuan sama-sama
mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa
perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.
Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, di mana Wanita dipandang sebagai
objek bagian benda biasa yang dapat diwariskan.*

Selain itu juga terdapat beberapa ayat-ayat yang dijadikan dasar sebagai
dalil tentang hukum kewarisan yaitu dalam surat An-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176

yang menegaskan dan merinci bagian setiap ahli waris yang berhak

116.

* Yayasan Malik Fahd, Al-Quran dan Terjemahannys, (Madinah: Thiba’at al-Mughaf, 1418 H),

4 Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembarvan Hukum Positif

di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.



menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga m¢njelaskan secara langsung dan merinci
syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-
orang yang tidak mempunyai hak mendapatkan warisan. Selain itu, dalam ayat-
ayat tersebut juga menjelaskan tentang keadaan setiap ahli waris, kapan
menerima bagiannya secara tertentu (ashabul furid) dan kapan menerima bagian
secara Asabalh, ataupun juga dengan jalan keduanya.

Selain itu juga terdapat hadis Nabi Muhammad yang secara langsung

mengatur tentang kewarisan. Di antara hadis mengenai waris ini adalah:
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Artinya: ‘“Musa bin Isma’ll menceritakan kepada kami bahwa telah
menceritakan Wahib, menceritakan kepada kami Tawus dari
bapaknya, dari Ibn ‘Abbas RA: dari Rasulullah SAW bersabda,
“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah
milik laki-laki yang paling terdekat’.
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3 Abil Abdullah Muhammad bin Isma“il bin Ibrahim bin al-mugirah al-Bukhari, Sahih Bukhari,
Volume VI, (Beirut: Darul Fikr, 1993), 494.

$ Abil ‘Isa Muhammad bin ‘Tsa bin Sawrah bin Misa bin ad-Duhak, Sunan Tirmiziy, Juz IV
(Beirut: Dar el-Fiker, 1994), 367.



Artinya: “Ishag bin Mansir mengabarkan kepada kami, _Abu ‘Asim dari Ibn
Juralj dari ‘Amr bin Muslim dari Tawus dari ‘Aisyah beliau berkata:
Rasulullah SAW bersabda : “Paman (dari pihak ibu) menjadi pewaris
orang yang tidak memiliki ahli waris”,

Selain ketentuan waris yang diatur secara jelas di dalam al-Qur’an dan
Hadis, ketentuan watis juga diatui di dalam jjma‘ dan jjtihad para sahabat,
imam-imam mazhab, dan para mujtahid.

Para ulama figh sepakat bahwa pertama-tama yang harus dilakukan
terhadap harta warisan adalah memberikan bagian kepada ahli waris yang telah
ditentukan berdasarkan ketentuan Allah SWT.

Perbedaan pendapat hanya terdapat pada jumlah pemilik bagian tersebut
dan siapa yang berhak memperoleh bagian lebih dari bagian tetap.®
membagi harta warisan menurut aturan Allah SWT atau boleh melakukan
pembagian warisan menurut kesepakatan ahli waris serta tidak menggunakan
aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Para ulama berselisih pendapat tentang masalah musyfarakah, yaitu
masalah pembagian pusaka yang bersamaan aitara saudara-saudard -seiblil

dengan seorang saudara laki-laki sekandung saja, atau bersamaan saudara

7 Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Adi tama, 2002), 3.

* Muhammad Jawad Mugniyah, Al-Figh ‘Al7 al-Mazhabil Khomsah, terjemahan Masykur
A.B., Afif Muhammad, Idrus al-KafY, Figih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2010), 549.



perempuan sekandung. Perbedaan ini telah ada sejak masa sahabat, tabi’in dan
ulama-ulama selanjutnya.’

Selain itu juga ulama berselisih pendapat tentang pengembalian sisa harta
warisan kepada pemilik bagian-bagian tertentu apabila masih terdapat sisa yang
tidak dapat dihabiskan oleh bagian-bagian tertentu itu, sementara asabah pun
tidak ada.'

Menurut pendapat Zaid r.a., pengembalian itu tidak ada. Jika masih ada
sisa, maka diserahkan kepada Baitul Mal. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik
dan Imam Syafi”i.

Akan tetapi sebagian besar sahabat berpendapat:bahwa pengembalian itu
ada, yaitu kepada zawi/ Furid selain suami atau istri, sekalipun mereka juga
masih berselisih pendapat tentang cara pelaksanaannya, pendapat ini
dikemukakan oleh FugalaIrak, baik Fugaha Kuffah maupun Basrah.

Mereka juga sependapat bahwa pengembalian tersebut dibagi berdasarkan
bagian mereka masing-masing. Jadi, bagi yang mempunyai bagian separuh maka
akan mengambil separuh pula dari sisa tersebut.

Terdapat berbagai masalah yang terkenal di kalangan ulama, yang

kesemuanya itu berkaitan dengan sebab-sebab mewaris, yaitu antara orang

? Teungku Muhammad Hasbi as-Siddigiy, Figh Mawaris, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,
1999), 108-109.
" Tonu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa nibayatul Mugtasid, tetjemahan Imam Ghazali Said,

Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Figih Para Mujtahid, (Jakarta : Pustaka Amani, cet. III,
2007), 413.



muslith dengan orang kafir, haita orang miirtad, warisan antar agama, mahjub
orang yang tidak mendapatkan warisan, warisan anak li’an dan anak zina dan
lain sebagainya."'

Salah satu permasalahan yang termasuk dalam persoalan ini adalah adalah
silang pendapat firgaha’tentang pewarisan anak zina dan anak li’an.

Hukum anak li’an dalam kewarisan sama dengan hukum kewarisan anak
zina, yaitu dia hanya menerima warisan dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya,
dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada kewarisan antara anak li’an c{engan
ayahnya karena telah ditetapkan bahwa antara keduanya tidak mempunyai
hubungan darah.'?

Para ulama mazhab sependapat bahwa anak li’an dengan ayahnya tidak
dapat saling mewarisi, serta orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan
dengan anak tersebut melalui jalur ayah. Ulama mazhab juga seépendapat
tentang adanya hak saling waris mewarisi antara anak hasil li’an dengan ibunya
dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan melalui jalur
ibu. Dalam hal ini, hak waris mewarisi dengan anak itu sama besarnya antara

yang memiliki hubungan melalui jalur jbu dengan mereka yang memiliki

" Ibid, 413.
2 Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqiy, Figh Mawaris, 265.



hubuiigan melalui jalur ayah dan ibi (kandung). Saudara-saudaranya yang
seayah dan seibu sama derajatnya dengan saudara-saudaranya yang seibu.

Fugaha® sependapat bahwa seorang anak tidak dipertalikan kepada
hamparan (penguasa tempat tidur) yang kurang, baik dari saat terjadinya akad
maupun dari saat terjadinya persenggamaan (ad-dukhil). Mereka juga
sependapat bahwa seorang anak itu dipertalikan nasabnya sejak saat terjadinya
percampuran (ad-dukhul) hingga masa mengan dung yang paling pendek,
meskipun suami telah menceraikan dan memisahkan istrinya.'*

Hal ini juga dicantumkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “anak yang dilahirkan di
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa anak li’an juga inenérima harta warisan
seperti anak-anak bukan anak li’an. Ibunya hanya menerima sepertiga,
sedangkan sisanya diserahkan kepada baitul mal kaum muslim. Pendapat ini
juga dipegang oleh Imam Maliki dan Hanafi. Sedangkan menurut Imam Hanbali

bahwasannya sisa harta warisan tersebut menjadi harta asabah. '’

1> Muhammad Jawad Mugniyah, A/-Figh ‘Ala al-Mazhabil Khomsah, terjemahan Masykur
A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Figih Lima Mazhab, 577-578.

" Ibnu Rusyd, Biddyatul Mujtahid wa nitidyatul Mugtasid, terjemahan Imam Ghazali Said,
Achmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Figih Para Mujtahid, 427.

15 Ibid, 419-420.



Oleh karena ada dua pandangan yang berbeda, tentang waris anak li’an,

schingga penulis berkeinginan untuk mengangkat masalah tersebut. Dengan

skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN WARIS ANAK

LI’AN MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBAL]”.

. Identifikasi Masalah dai Batasan Masalah

Identifikasi masalah digunakan untuk mengenali ruang lingkup

pembahasan agar tidak terjadi miss understanding dalam pemahaman

pembahasan. Adapun identifikasi masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai

berikut:

L.

2.

Unsur-unsur dalam kewarisan Islam

Sebab-sebab mendapatkan warisan

Pengembalian sisa harta warisan kepada Ashabul firud

Masalah musytarakah dikalangan ulama

Kedudukan anak li’an dalam hak kewarisan

Ketentuan pembagian waris anak li’an menurut mazhab Syafi’i dan Mazhab
Hanbali

Ketetnituan ahli waris anak 1i’an dalam inazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali
Persamaan dan perbedaan ketentuan alili waris dan pembagian waris anak

li’an dalam mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali



Batasan masalah digunakan untiik meiiétapkan batasan-batasan masalah
yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasan,
schingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus
penelitian, karena itu maka dalam penetilian ini difokuskan dalam batasan
sebagai berikut:

1. Pendapat Mazhab Syafi tentang ketentuan Kedudukan dan pembagian
waris anak li’an

2. Pendapat Mazhab Hanbali tentang ketentuan Kedudukan dan pembagian
waris anak li’an

3. Persamaan dan perbedaan antara ketentuan Kedudukan dan pembagian

waris anak li’an menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Rumusan masalah dari
karya Ilmiyah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi’i tentang ketentuan Kedudukan dan
pembagian waris anak li’an?
2. Bagaimana pendapat Mazhab Hanbali tentang ketentuan Kedudukan dan

pembagian waris anak li’an?
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3. Apa persainaan dan perbedaan antara ketentuan Kedudukan dan
pembagian waris anak li’an menurut Mazhab Syafii dan Mazhab

Hanbali?

D. Kijian Pustaka
Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar
antara penelitian yang di lakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah
dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka sendiri adalah deskripsi tentang kajian
atau penelitian yang sudah pernah di lakukan.

a. “Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya” oleh Harun Utuh,
buku yang diterbitkan oleh Bina Ilmu, Surabaya, 1990. Buku ini membaha;s |
tentang status hukum anak luar kawin menurut hukum Islam, perdata dan
hukum adat.

b. Perdamaian Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Analisa
terhadap Pasal 183 KHI di Indonesia). Skripsi oleh Ma’ruf Jauhari, Fakultas
Syariah IAIN Suman Ampel, 2000). Skripéi ini membahas latar belakang
penetapan pasal 183 KHI, dasar hukum dan metode istinbat hukum pasal 183,
implikasi ditetapkannya pasal 183, serta tinjavan hukum Islam terhadap
perdamaian ahli waris dalam pembagian harta warisan.

c. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zainuddin Fakultas Syariah IAIN Sunan

Ampel Surabaya 2008 dengan judul “Studi Komparasi Antara Pendapat
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Imam Malik dan Peiidapat Imam Syafi’i tentang Hak Waris Istri yang Di
talak Tiga Sekaligus oleh Suami yang Sakit”. Skripsi ini membahas tentang
berhak dan tidaknya istri menjadi ahli waris. Menurut Imam Malik istri tetap
mendapat warisan meskipun iddahnya habis dan sudah menikah lagi. Sedang
menurut Syafi’i, istri masih mendapat waris jika suaminya meninggal dalam
masa idah. Jika di luar masa iddah istri tidak berhak mendapat warisan.

. Skripsi yang ditulis oleh M. Zhamir Islami Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kali
Jaga pada tahun 2010 yang berjudul “Anak Li’an Sebagai Pewaris Dalam
Pandangan Ibn Qoyyim al-Jauziyyah”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang
bagaimana seorang anak li’an menjadi ahli waris menurut pandangan ibnu
Qoyyim al-Jauziyyah.

. Skripsi yang ditulis oleh Abd.Wahid Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kali Jaga pada tahun 2011 dengan judul “Pandangan Imam Abu Hanifah
dan Imam Asy Syafi’i tentang Ke‘duduka:; Anak Hasil Zina (implikasi
Terhadap Hukum Warisan dan Hukum Menikahi Anak Hasil Zina)”.
Dalam skripsi ini di jelaskan tentang akibat hukum dari anak hasil zina
dalam hal kewarisan dan pernikahannya menurut pandangan imam abu
Hanifah dan Syafi’i.

Status kewarisan anak yang diingkari oleh ayah setelah hasil tes DNA
diketahui. Skripsi oleh Maslahah, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel

Surabaya, dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana pandangan hukum
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Islain terhadap tes DNA tethadap anak yang di ingkari oleh ayahnya serta
kududukan nasab dan warisnya.

Jadi, jelas bahwa penelitian yang penulis angkat dengan judul,

“Kedudukan dan Pembagian Waris Anak Li’an Menurut Mazhab SyafiT dan

Mazhab Hanbali”belum pernah dibahas dan dipublikasikan.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai
tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pendapat Mazhab Syafi’i tentang
ketentuan Kedudukan dan pembagian waris anak li’an.

2. Untuk mengetahui dan memahami pendapat Mazhab Hanbali tentang
ketentuan Kedudukan dan pembagian waris anak Li’an.

3. Menganalisis persamaan dan perbedaan antara ketentuan Kedudukan dan
pembagian waris anak li’an menurut Mazhab Syéﬁ'i dan Mazhab

Hanbali.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sekurang-kurangnya hasil

dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:
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1. Kegunaan teoritis
Dari aspek teoretisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat
digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang
hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah pembagian harta
warisan. Selain itu juga dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
dasar penyusunan untuk penelitian lanjutan yang mempunyai relevansi

dengan skripsi ini.

2. Kegunaan praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
acuan atau literatur bagi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel
khususnya dan para pembaca pada umumnya dalam bidang kewarisan

khususnya dalam pembahasan waris anak li’an.

G. Definisi Operasional
Untuk memudahkan dan menghindari multi penafsiran istilah yang dipakai
dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya definisi yang jelas mengenai
pokok-pokok kajian yang dibahas, yaitu:
1. Kedudukan dan pembagian warisan adalah keadaan dan proses, cara

membagikan suatu yang diwariskan.'®

16 http://kamusbahasaindonesia.org/status/mirif)ixzzlzGKfX7K6
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2. Anak li’an adalah anak yang diputuskan oleh hakim bukan anak si suami
akibat suami mengingkarinya dimuka hakim dengan bersedia menerima
laknat dari Tuhan apabila bantahan istri terhadap tuduhannya, bahwa anak
yang di kandung/di lahirkan oleh istrinya itu adalah anak orang lain, bukan
anak dengan dia, adalah bohong.'’

3. Mazhab Syafi'i adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat
yang berasal dari Imam Syafi’i dan murid-muridnya serta pendapat-
pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan
perluasan pemikiran yang telah di gariskan oleh mereka yang kesemuanya
adalah hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Syafi’iyyah.

4. Mazhab Hanbali adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat
yang berasal dari Imam Ahmad bin Hanbal dan murid-muridnya serta
pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai
perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang
kesemuanya adalah hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama
Hanbaliyyah. '

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian

bibliografi (bibliografi research), yaitu kegiatan mengumpulkan dan

17 Fatchur Rahman, ZImu Waris, 612.
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memeriksa atau menelusuri buku dan karya-karya lain seperti artikel jurnal
yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh
peneliti.'® Jadi penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan
penelusuran literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan
menelaahnya dengan tekun.'®
Data yang dikumpulkan
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka data pokok yang
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan
hukum kewarisan anak li’an dalam mazhab Syﬁﬁ"i dan mazhab I:Ianbaﬁ
dalam kitab masing-masing mazhab tersebut yang meliputi:
a. Kerangka berfikir para ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali
b. Ketentuan Kedudukan anak li’an menurut ketentuan mazhab Syafi’i dan
Hanbali
c. Ketentuan pembagian waris anak li’an menurut ketentuan mazhab
Syafii dan Hanbali
d. Persamaan dan perbedaaan Kedudukan dan pembagian waris menurut
ketentuan dalam mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali

Bahan Hukum

BM. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2007), 101

' Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, cet. VI, 2005), 93
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Adapun bahan hukum yang dipergunakan sebagai sumber rujukan

pencarian data adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum

primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a.

al-Umm (Kitab Induk) terjemah dari kitab A/-umm karya Imam
Syafi’i

Al-Hawil Kabir F] Fighi Mazhabil Imam asy-Syafi7 karya imam
Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bastiy
Al-Fighul Manhsji Ala Mazhabi Al-Imam asy-Syafi T karya Mustafa ‘
al-Khan

Al-Kaff Fi Fighil Imam Ahmad karya Abu Muhammad Abdullah bin
Ahmad bin Muhammad bin Qudamah

Al-Majmi’ sarhul Muhazzab karya Imam Yahya bin Syarif an-
Nawawi Muhyiddin abu Zakariyya

Al-Bayén Fi Mazhabi Asy-Syafi T karya Yahya bin Abi Al-Khoir
Al-Muhazzab Fi Fighil Imam asy-Syafi 7Tkarya Imam asy-Syairazi
Al Mugni karta Imam [bnu Qudamah

Al-Minhajul Fighil Amm Ii Ulama’i al-Hanabilah karya Abdul Malik
bin Abdullah bin Duhaisiy

Al-Hawi Fil Fighi karya Abdul Rahman bin Umar al-Bisriy

Umdatul fighi FT Mazhabi al-Hanbalf karya Abdullah bin Ahmad bin

Qudamah.
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Adapun bahan hukum sekunder yang di pakai adalah sebagai berikut:

a.

Bidayatul Mujtahid Analisa Figih Para Mujtahid terjemah dari kitab
Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Mugtasid karya Ibnu Rusd

Sahih Bukhari, karya Abu Abdullah Muhammad bin IsmaZjl bin Ibrahim
bin al-Mugirah al-Bukhari

Sunan Tirmizy, karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Miisa
bin ad-Duhak

Figih Lima Mazhab terjemah dari kitab Al-Figh ‘Ali al-Mazhabil
Khomsah, karya Muhammad Jawad Mugniyah

Sejarah Legislasi Hukum Islam karya Rasyad Hasan Khalil

dan kitab-kitab lain yang mendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah studi dokumenter, yaitu penelitian yang menggunakan sumber

berupa naskah-naskah asli yang mungkin telah dipublikasikan atau belum

dipublikasikan.? Sehingga pengumpulan data pada penelitian ini hanya di

fokuskan pada dokumen-dokumen yang berupa buku, skripsi, artikel baik

hard copy ataupun internet yang berkaitan dengan kewarisan anak li’an

menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbak.

5. Teknik Analisis Data

* K omaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, Karnus Istilah Karya Tulis llmiah,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 62.
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Setelah penulis menyelesaikan pengolahan data, kemudian penulis
menganalisa data tersebut dengan menggunakan:
a. Analisis deskriptif

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis dalam melakukan
analisa data penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian
yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diselidiki.!

Dalam hal ini dengan mengem;xkakan pendapat-pendapat antara
pengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang Kedududkan dan
pembagian waris anak li’an dalam kitab-kitab yang terkait, sehingga
dapat memberikan pemahaman yang konkrit tentang deskripsi kasus dan
dasar hukum yang digunakan dalam mengemukakan pendapat-pendapat
tentang hukum tersebut. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan
dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai
analisis, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Analisis komparatif
Penelitian ysng bertujuan untuk menggambarkan dan

membandingkan data-data yang telah terkumpul untuk kemudian

2! Moh. Nazir, Metode Penelitian, 63.
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mencari perbedaan dan persamaan dengan menggunakan model
kualitatif.

Penelitian ini mendeskripsikan dan kemudian mengkomparasikan
tentang ketentuan Kedudukan dan pembagian waris anak li’an dalam

mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali.

Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang terdapat dalam
penulisan ini benar-benar mengarah pada tercapainya tujuan penelitian, maka
penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum
yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi secara global, yang di dalamnya
mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis
data. Serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan mengenai kerangka berfikir yang digunakan
ulama-ulama mazhab Syafi’i dalam menentukan hukum, ketentuan status dan
pembagian waris anak li’an menurut Mazhab Syafi’j yang meliputi: Pengertian
waris anak li’an, dasar hukum waris anak li’an, ahli waris anak li’an dan

pembagian harta waris anak li’an.
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Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai kerangka berfikir yang
digunakan ulama-ulama mazhab Hanbali dalam menentukan hukum, ketentuan
Status dan pembagian waris anak 1i’an menurut Mazhab Hanbali yang meliputi:
Pengertian waris anak li’an, dasar hukum waris anak li’an, ahli waris anak li’an
dan pembagian harta waris anak li’an.

Bab keempat, berisi analisis tentang persamaan dan perbedaan Kedudukan
dan pembagian waris anak li’an menurut mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali.

Bab kelimas, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.
Kesimpulan berfungsi mt;nk menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam
rumusan masalah, sedangkan saran tidak boleh keluar dari pokok masalz;h yang

dibahas.



